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guna dengar
)endapat tentang RUU
)aerah Kepularrall dan
iami menjadi satu di antara
)eserta yang hadir. Selasa
.emarin, pembahasan yang
.arna kembali dilakukan
li Batam, Kepulauan Riau,
lengan materi bahasan
,ang tentu lebih substansial
.arena draf sudrh masuk
.e DPR dan Presiden.

Sudah sernbilan tahun
)erlalu alias melewati era

'residen SBY, dan kini
)residen Jokowi sudah
nenapaki periode kedua
,ebagai

orang nomor safu di negara
keprrlauan terbesar di du-
ria. Di samping dari sisi
waltu r'anc sudah cukuD
tamo. s"caii sLio6isi aia.
hal yang mengganjal'dalam
pertemuan kemarin yaifu
simpulan dari kemente-
rian/lembaga terkait yang
diminta Presiden untuk
mereview RUU Daerah
Kepulauan yanS hasilnya
agar usulan ini tidak dilan-
,utkan dengan beberapa
pertimbangan antara Iain
islnya sudah diatui dalam
undang-undang sektoral,
poten-si tumpang tindih
dan konflik batas wilayah,
banyak mengatu perizinan
yang tidak sejalan dengan
ornnibus la\,!, bertentangan
dengan UNCLOS, dan
adanya kecemburuan oleh

daerah non-kepulauan.
Simpl an ini hasil re
view 2020, dan masih

sangat terlihat dari
pemaparal ke-

mentelian terkait
dalam FGD di

Batam. Pada-
hal, kita ber-
harap RUU
ini ketok
palu tahun
ini karena
sudah masuk

Program Leglslasi Nasional
Prioritas taiun 2021.

Memadukan, bukan
membentu tkan

Substansi yanS betulahg,
potensi disharmonisasi
dan konllik batas wilayah
bukanlah semangat dari
RUU Daerah Kepulauan.
Spidtnya adalah rlemadu-
kan, bukan membenturkan.

Saudara-saudara kita
vang tinggal di pulau-
pulau kecil nun rauh di
sana hanya menginginkan
negara ini memberikan
perhatian yang sama dalam
pembangunan. Saat di da-
ratan akses Dendidikan dan
kesehatan bLa mEm ih, di
sana jangan kan memilih,
yang adapun begitu jauh
dan sebagian dilabeli 'pem-
bantu' yang menjadikan
sumber daya dan sarana
prasarananya terbatas. Bisa
saja ada substansi yang
berutang, namur RUU ini
hadir denSan satu hrntutan,
yakni agar negara fokus,
serius, dan,enius dalam
mengelola daerah kepulau-
an dengan segara sumber
daya dan karakteristiknya.

Tidaklah cgkup hanya
menyelipkan beberapa
pasal dalam Undang-Un-
dang Pemerintahan Daerah
vaitu Kewenangan Daerah
Provinsi di Laut (Pasal27),

dan Daerah Provinsi
yang Berctikan

Kepulauan
(Pasal 28 dan

29). Ketiga
pasal yang

diharapkan ampuh untuk
mengatu! dan men8elola
potensi daerah kePulauan
faktanya hing8a hari ini
belum ada Peraturan
Pemedntahnya. Padahal
undang-undang qudah

mendeadline paling Iama
dua tahun sejal diundan8-
kan harus sudah telbit
peraturan pelakananya.

Kons€kuensinya,.sejak
2014 atau tujuh tahurbe4a-
la-n, penvelenggaraan dae-
mh yang disebut bercirikan
kepulauan tetap meng*uti
semua regulasiyang ada
sebelumnya karena memang
belum diatur yang barLr.

Hal ini jelas disebutlan
dalam Pasal 408 Undang-
Undang Pemda tersebut.
Adanya potensi disharmo-
nisasi atau tumpang tind$
antar regulasi tentu daPat
diminimalGasi dengan
melakukan harmonisasi
yang skala prioritasnya
pada mendorong Pemba_
ngunan daerah kepulauan.
Lex specialis merupakaa hal
yang wajar dalam tataran
peraturan Penudang-un_
dangan. Yang utama tidal
bertentan8an safu dengan
yang lain dan tentu meru_
pakan kebutuhan Prioritas.- 

Tidak hanya yuridis
Aspek ,'u!idis terlihat le-

bih dominan dalam pertim-
bangan yang diberiLan oleh
kementerian lerkait usulan
RUU Daerah KePulauan.
Padahal di sampin8 asPek
yuridis, ada aspek filosofis
dan aspek sosiologis.

ArSumentasi asPek
yuridis yang dini)ai ber-
ientanBan dengan UUD
1945 misalnya, masih bisa
didiskusi-kan ulang untul
sampar pada titik temu.
Perbedaan yang muncul
bisa jadi Larena cara Pan_
danB atiu perspektif yan8
berbeda. Pasal 18A Avat (l )

UUD 1945 mengatur 6ahwa
"hubungan wewenang
antara pemedntah Pusat
dan pemerintah daerah
provinsi, kabupaten dan
kota atau antara Provinsi
dan kabuPaten dan kota,
diatur dengan undang-
undang dengan memPer_
hatikan "kekhususan"dan

keragaman daerah".
'Bagi pejuang RLru Daerah

Kspriauan tenhl wilayah
laut atau keDulauan dikati-
gorikan sebigai silat kh$trs.
Secan filosofis, keragamirn
daerah tidak selalu bicara
sosial budaya, tetapijuga I ,

keragaman gmgrafis.
Tidak terbantahlan bahwa

bta ned&a kepulauan de
ngan perjuangan panjang I

melalui Deklarasi Juanda
1957 dan UNCIOS 1982.

Sebagai negara kepulauar\
bcrdiulat, tentu mengafurl
d4erah kepulauan seha- '

rusnya menjadi sebuah
kebufuhan kernaiuan dan
bulGn mel*Btnya sebagaij
upaya mengotak-ngotalkan.
Kepulauan dan daratan
memiliki hal< yang sama
untuk maju dan sejahtera.
Sinergisilas keduanyalah
y*rg diinginkan.
. Kemudian aspek sosiolo-
gis yang meliputi tuntutan
pemerataan pembangunan,
peningkatan aksesibilitas
pendidikan, kesehatan,
perhubungan, digitalisasi,
pembeldayaan masyarakat
pesisir dan pulau-pulau ke-
cil, ketersedian energi dan
lain sebagainya merupakan
sebagian kecii potret fakta
betapa RUU ini dinanti-
kan oleh saudara-saudaia
yang tempat tinggalnya dr
perbatasan dengan label 3T
(Terdepan, Terpencil, Ter-
tinggal). Mereka selalu kita
sebut sebagai teras depan
negara, tetapi perhatian kita
belum begitu membara.

Ada delepan provinsi
kepulauan dan 86 kabu-
paten/kota kepulauan yang
tersebar di 15 provinsi. Kes'
emuanya butuh pendekatan
pembangunan yang fokus
pada tata kelola kepulauan
yang jelas berbeda dengan
pendekatan pembanSunan
daratan. Sekali lagi kita
berharap, Presiden Jokowi
yang menggagas Indone-
sia sebagai Poros Maritim
Dunia melihat RUU ini
sebagai bagian shategis
dalam membangun daerah
Lepulauan di sebuah ne-

Bara kepulauan, yanS hdak
hanya bercirikan kepulauan
atau sekadar nama sala. (*)
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